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Konflik kekuatan politik legislatif dan eksekutif di Provinsi Lampung,
yang belum berujung, menimbulkan berbagai masalah dalam
pelaksanaan peran pemerintahan di daerah. Masalah delegitimatisasi
gubernur, membuat pukulan ganda, secara politik maupun ekonomi.

Dari segi politik, fenomena ini menunjukkan aspirasi politik antara
kekuatan yang ada akan selalu menunjukan siapa yang harus paling
menentukan arah (this is the matter of power struggle). Dari segi
ekonomi, konflik ini tentunya akan memengaruhi dinamika
perekonomian daerah. Jika APBD 2006 tidak dibahas dan tidak
memperoleh persetujuan legislatif dan kemudian pemerintah provinsi
memaksakan diri membahas sendiri dan melaksanakan dengan
berbasis pada APBD 2005 atau tahun yang lalu, yang akan terjadi
bukan hanya pengeluaran pemerintah provinsi tidak memiliki
legitimasi kuat tetapi juga sangat kental dengan Kkepentingan
birokrasi yang tidak memperoleh dukungan DPRD sebagai
stakeholder, kemudian pengeluaran tersebut menjadi bias dan tidak
aspiratif.

Lebih lagi, jika pengeluaran pemerintah yang direalisasi tidak
mencapai kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan
yang sebenarnya, maka perekonomian daerah yang selama ini masih
sangat mengandalkan pengeluaran pemerintah (government spending)
akan tergangu. Dan, perekonomian tentunya akan mengalami
kontraksi menjadi menciut dari sisi pengeluaran pemerintah.
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Prediksi yang bakal terjadi, satu sisi, item proyek atau program
pembangunan tidak sepenuhnya memenuhi sasaran karena adanya
kemungkinan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan volume
yang direncanakan dari versi pemerintah sebagai pembuat program
aksi. Sisi lain, pada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang
tidak menyertakan legislatif dalam perencanaan dan pengawasan
akan rawan penyimpangan. Situasi ini memberikan banyak
pembelajaran bagi kita masyarakat Lampung, paling tidak dapat
dilihat dari aspek ekonomi dan manajemen.

Aspek Ekonomi

Stagnasi kekuasaan yang ada di Provinsi Lampung akan memberikan
dampak terhadap tidak berkembangnya investasi pada sektor riil.
Tarik-menarik kekuasaan menjadikan faktor ketidakpastian dalam
perekonomian daerah terutama dalam implementasi investasi, hal ini
disebabkan dalam perekonomian kita peran pemerintahan (legislatif
dan eksekutif) masih menjadi faktor penentu keberhasilan.

Idealnya, suatu daerah memfungsikan APBD sebagai stimulan
pembangunan dengan porsi terbesar sebagai kontributor
perekonomian berasal dari sektor privat, bukan menjadikan anggaran
pemerintah sebagai andalan bagi pelaksanaan pembangunan.
Peranan pemerintah dari segi ekonomi lebih diarahkan sebagai sistem
integrator, fungsi ini berjalan dengan cara menyinergikan potensi
masyarakat lebih aktif meningkatkan kegiatan ekonominya.

Pemerintah berperan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan
mewujudkan stabilitas kebijakan atau pemberian kepastian hukum.
Stabilitas yang diciptakan dari konsistensi kebijakan akan
menciptakan kenyamanan dalam berekonomi atau berbisnis.
Kenyamanan dalam dunia bisnis yang tidak memihak kekuatan
bisnis tertentu dan hanya berbasis kepentingan peningkatan
kesejahteraan rakyat jangka panjang akan mendorong pemerintah
menetapkan strategi pembangunan yang berorientasi masa depan
dengan ciri belanja publik dan belanja modal atau investasi lebih
besar.

Tidak seperti sekarang RAPBD lebih didominasi belanja aparatur dan
administrasi umum. Dengan melihat karakteristik RAPBD yang
didominasi belanja aparatur dan administrasi sulit menyatakan
APBD benar-benar untuk kepentingan rakyat langsung.
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Sulit bagi masyarakat menilai bagaimana kepentingan peningkatan
kesejahteraan mereka dipenuhi. Proses pemerintahan masih jauh
dari praktek good governance (akuntabilitas, transparansi, dan
keadilan [fairness atau justice]). Karena selama ini publikasi hasil-
hasil pembangunan tidak dilakukan sistematis, keterkaitan belanja
pemerintah tidak tampak, dalam arti koherensi antara belanja
pemerintah tidak ada. Kemudian pelaksanaan APBD dari tahun ke
tahun tidak menunjukkan prinsip penahapan pembangunan. Proyek
yang dilaksanakan seperti berjalan sendiri-sendiri, tidak berjangkar
pada visi dan misi pembangunan yang sama. Jika hal ini dibiarkan,
perilaku pemborosan atau pemubaziran sumber daya ini tidak akan
memberikan hasil apa-apa malah akan terbentuk situasi yang
destruktif.

Untuk menjadikan peran APBD sebagai stimulan, pemda harus
mengorientasikan diri pada konsep regional marketing, yaitu konsep
bagaimana menciptakan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi
sektor riil, tujuan berbisnis atau trading, tujuan wisata, tujuan
pendidikan dan bahkan tujuan bermukim. Regional marketing hanya
akan Dberjalan jika pelaksana pemerintahan memiliki konsep
pembangunan yang kuat dan jelas serta mendapat dukungan
berbagai elemen stake holder atau dengan mendapat akseptansi
semua pelaku ekonomi.

Aspek Manajemen Pemerintahan

Dalam memahami konflik kekuasaan yang ada di Provinsi Lampung,
dapat dilihat yang menjadi akar masalah adalah kegagalan
komunikasi antarelemen. Komunikasi efektif tidak tercipta, sehingga
berujung pada SK DPRD Lampung No. 15/2005.

Semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, memiliki klaim yang
sama, yaitu mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun,
istilah kepentingan rakyat tersebut menggunakan "kamus" yang
berbeda. Kepentingan rakyat yang tidak dipersepsikan sama,
bergantung target politik masing-masing. Kegagalan pemda dalam
menyakinkan (convincing) dan mengomunikasikan misi untuk
kepentingan rakyat tercermin terjadinya political deadlock.
Sebenarnya, kontroversi akan selalu ada sepanjang ada pihak-pihak
yang kepentingannya terabaikan, tapi perlu disadari konflik
kepentingan tersebut tidak akan hilang karena konflik kepentingan
inheren dalam sistem demokrasi.
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Dalam perekonomian kita, pemerintah tidak dipandang sebagai single
agent, tetapi legislatif dan eksekutif dianggap sebagai multiagent atau
lebih tegasnya DPRD sebagai principal--yang mewakili konstituen
atau masyarakat seumumnya dan Pemprov sebagai agent--yang
melaksanakan dan melayani kepentingan principal.

Konflik principal dan agent sebagai agency problem yang tercipta
karena persepsi yang berbeda sebagai ekses dari agenda politik yang
berbeda. Siapa pun nanti yang akan ajek dalam singgasana ke-
gubernur-an, sebagai solusi, untuk kepentingan ke depan dalam
menjalankan manajemen pemerintahan perlu kesepakatan atas
suatu nilai (shared value), yakni nilai yang dihasilkan dari suatu
kesepakatan eksplisit, tapi normatif yang dengan nilai tersebut mau
dibawa ke mana daerah Lampung ini. Dengan kesepakatan nilai,
akan terbentuk mutual respect dan budaya institusi yang kuat dan
elegan.

Akhirnya, sebagai kesimpulan masyarakat sangat mengharapkan
stabilitas dan kepastian politik yang ada di Provinsi Lampung. Untuk
itu masyarakat selalu berharap yang terbaik untuk kepentingan
peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan bukan untuk kepentingan
politik golongan tertentu. Kepemimpinan daerah memiliki posisi
strategis. Oleh sebab itu, kepercayaan rakyat tidak untuk
dipermainkan, tapi diemban demi terwujudnya kemaslahatan
menyeluruh.




